
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa 
Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 
42); 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5038); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik 
di Kabupaten Kebumen sesuai dengan visi dan misi Bupati dan 
Wakil Bupati Kebumen Periode Tahun 2016-2021, perlu 
mengubah kembali Peraturan Bupati Kebumen Nomor 49 
Tahun 2014 ten tang Standar Pelayanan Program Pelayanan 
Administrasi Terpadu Kecamatan di Kabupaten Kebumen; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 49 
Tahun 2014 ten tang Standar Pelayanan Program Pelayanan 
Administrasi Terpadu Kecamatan di Kabupaten Kebumen; 

BUPATI KEBUMEN, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

Mengingat 

Menimbang 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 49 TAHUN 
2014 TENTANG STANDAR PELAYANAN PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI 

TERPADU KECAMATAN DI KABUPATEN KEBUMEN 

TENT ANG 

PERATURAN BUPATI KEBUMEN 
NOMOR 26 TAHUN 2016 

BUPATI KEBUMEN 
PROVINS! JAWA TENGAH 

SALIN AN 

R - 



(1) Jenis pelayanan dalam PATEN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
huruf a meliputi: 
a. pelayanan perizinan; dan 
b. pelayanan non perizinan. 

(2) Pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: 
a. pemberian rekomendasi Izin Tempat Keramaian; 
b. pemberian rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan dengan luas lebih 

dari 100m2 (seratus meter persegi); 

Pasal 4 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kebumen Nomor 49 Tahun 2014 
tentang Standar Pelayanan Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di 
Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2014 Nomor 49) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 35 Tahun 
2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 49 Tahun 2014 
tentang Standar Pelayanan Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di 
Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2015 Nomor 35) 
diubah sebagai berikut: 
1. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e diubah 

sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal I 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 
PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 49 TAHUN 2014 
TENTANG STANDAR PELAYANAN PROGRAM PELAYANAN 
ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN DI KABUPATEN 
KEBUMEN. 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN: 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang 
Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4826); 

7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang 
Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan; 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 tentang 
Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1814); 
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2. Ketentuan Pasal 5 ayat (4) dan ayat (6) diubah sehingga Pasal 5 berbunyi 
sebagai berikut: 
(1) Persyaratan setiap jenis pelayanan yang diajukan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 3 huruf b adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam 
pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun 
administratif. 

(2) Proses/prosedur pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c 
adalah alur mekanisme kegiatan yang harus ditempuh/ dilaksanakan untuk 
menyelesaikan setiap jenis pelayanan. 

(3) Pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelayanan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 3 huruf d adalah Kepala Seksi atau Kepala Sub Bagian yang 
membidangi pada setiap jenis pelayanan. 

(4) Waktu penyelesaian pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
huruf e adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh 
proses dari setiap jenis layanan yang dimulai dihitung sejak berkas 
persyaratan pelayanan dinyatakan lengkap oleh petugas loket/ penerima 
berkas. 

(5) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f adalah 
besaran biaya/ tarif pelayanan yang harus dibayarkan oleh penerima 
pelayanan atas suatu jenis pelayanan yang telah diterima. 

(6) Persyaratan setiap jenis pelayanan, waktu penyelesaian pelayanan dan 
biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (4) dan ayat (5) 
tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 

c. pemberian rekomendasi Izin Gangguan dengan luas lebih dari 100m2 
(seratus meter persegi); 

d. penerbitan Izin Mendirikan Bangunan untuk bangunan dengan luas 
sampai dengan 100m2 (seratus meter persegi), tidak bertingkat, dan non 
investasi; 

e. penerbitan Izin Gangguan yang berdampak kecil dengan luas sampai 
dengan 100m2 (seratus meter persegi); 

f. penerbitan rekomendasi bagi pembelian terbatas bahan bakar minyak 
bersubsidi untuk kategori Kelompok Usaha Kecil lainnya; dan 

g. penerbitan IUMK. 
(3) Pelayanan Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

meliputi: 
a. pembuatan Kartu Tanda Penduduk di Tempat Perekaman Data 

Kependudukan; 
b. pembuatan Kartu Keluarga di Tempat Perekaman Data Kependudukan; 
c. penerbitan Surat Keterangan Pindah Penduduk Warga Negara Indonesia 

antar Kecamatan; 
d. penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Warga Negara 

Indonesia antar Kecamatan; 
e. penerbitan surat dispensasi nikah; 
f. pemberian legalisasi permohonan Akta Kelahiran; 
g. pemberian legalisasi Surat Keterangan Catatan Kepolisian; 
h. pemberian legalisasi Surat Keterangan Kuliah Kerja Nyata, survey dan 

penelitian; 
1. pemberian legalisasi pengajuan pindah penduduk keluar Daerah; 
J. pemberian legalisasi Surat Keterangan Ahli Waris; 
k. pemberian legalisasi proposal; dan 
1. pemberian legalisasi surat keterangan/pengantar. 
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JID S.H. M.H A 

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2016 NOMOR 26 

ADI PANDOYO 

ttd. 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN KEBUMEN, 

Diundangkan di Kebumen 
pada tanggal 16 Juni 2016 

MOHAMMAD YAHYA FUAD 

ttd. 

BUPATI KEBUMEN, 

Ditetapkan di Kebumen 
pada tanggal 16 Juni 2016 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen. 

Pasal II 

4 - - 3. Ketentuan Lampiran I diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
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